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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG 
MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM 
DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 

ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka pemberian fasilitas perpajakan berupa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pemberian 
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain dalam 
Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP Nomor 10 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.17 TLN 5277). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas 
Sabang melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk yang dilakukan sebelum tanggal 
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 03/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK. 03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, 
Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan 
Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat 
Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tetap dapat memperoleh fasilitas Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak 
dipungut. 

Permohonan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
tata cara pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012, sepanjang tidak diatur 
dalam Peraturan Menteri ini. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 April 2018 dan diundangkan pada tanggal 17 
April 2018 

    - Lampiran: halaman 8 s.d. 10. 

 


